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BAB VIII

MASYARAKAT MADANI
DI INDONESIA

Dalam mendefinisikan Masyarakat Madani sangat

bergantung pada kondisi sosio-kultural suatu bangsa,
bagaimanapun konsep masyarakat madani merupakan
bangunan terma yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa
Eropa Barat.

A. DEFINISI MASYARAKAT MADANI MENURUT PARA
PAKAR
Sebagai titik tolak, disini akan dikemukakan beberapa

definisi masyarakat madani dari berbagai pakar di berbagai
negara yang menganalisis dan mengkaji fenomena masyarakat
madani seperti berikut ini.

a. Zbigniew Rau dengan latar belakang kajiannya pada
kawasan Eropa Timur dan Uni Soviet. la mengatakan
bahwa masyarakat madani merupakan suatu masyarakat
yang berkembang dari sejarah, mengandalkan ruang di
mana individu dan perkumpulan tempat mereka
bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-
nilai yang mereka yakini.

Ruang ini timbul diantara hubungan-hubungan yang
merupakan hasil komitmen keluarga dan hubungan yang
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menyangkut kewajiban mereka terhadap negara. Oleh
karenanya, maka yang dimaksud masyarakat madani
adalah sebuah ruang yang bebas dari pengaruh keluarga
dan kekuasaan negara. Tiadanya pengaruh keluarga dan
kekuasaan negara dalam masyarakat madani ini
diekspresikan dalam gambaran ciri-cirinya, yakni
individualisme, pasar (market) dan pluralisme.

. Han Sung-joo dengan latar belakang kasus Korea Selatan.
[a mengatakan bahwa masyarakat madani merupakan
sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin
hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang
terbebas dari negara, suatu ruang publik yang mampu
mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga negara
yang mampu mengendalikan diri dan independent, yang
secara bersama-sama mengakui norma-norma dan
budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang
terbentuk serta pada akhirnya akan terdapat kelompok
inti dalam civil society ini.

. Kim Sunhyuk juga dalam konteks Korea Selatan. Ia
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat
madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok
yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan
dalam masyarakat yang secara relative otonom dari
negara, yang merupakan satuan-satuan dasar dari (re)
produksi dan masyarakat politik yang mampu melakukan
kegiatan politik dalam suatu ruang publik, guna
menyarakan kepedulian mereka dan memajukan
kepentingan-kepentingan mereka menurut prinsip-
prinsip pluralisme dan pengelolaan yang mandiri.
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Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat
disimpulkan bahwa masyarakat madani antara lain :

1. Menakankan adanya ruang hidup dalam kehidupan sehari-
hari serta memberikan integritas sistem nilai yang harus
ada dalam msyarakat madani, yakni individualisme, pasar
(market) dan pluralisme;

2. Menekankan adanya ruang publik (public sphere) serta
mengandung empat ciri dan prasyarat bagi terbentuknya
masyarakat madani, yakni pertama, diakui dan
dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan
berserikat serta mandiri dari negara. Kedua, adanya ruang
publik yang memberikan kebebasan bagi siapapun dalam
mengartikulasikan isu-isu politik. Ketiga, terdapat
gerakan-gerakan kemasyarakat yang berdasar pada nilai-
nilai budaya tertentu. Keempat, terdapat kelompok inti di
antara kelompok pertengahan yang mengakar dalam
masyarakat yang menggerakan masyarakat dan
melakukan modernisasi sosial ekonomi;

3. Menekankan pada adanya organisasi kemasyarakat yang
relatif memposisikan secara otonom dari pengaruh dan
kekuasan negara. Eksistensi organisasi ini mensyaratkan
adanya ruang publik (public sphere) yang memungkinkan
untuk memperjuangkan kepentingan tertentu.

Berbagai batasan dalam memahami terma masyarakat
madani di atas, jelas merupakan suatu analisis dari kajian
kontekstual terhadap performa yang diinginkan dalam
mewujudkan masyarakat madani. Hal tersebut dapat dilihat
dari perbedaan aksentuasi dalam mensyaratkan idealisme
masyarakat madani. Akan tetapi secara global dari ketiga
batasan diatas dapat ditarik benang emas, bahwa yang
dimaksud dengan masyarakat madani adalah sebuah kelompok
atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di
hadapat penguasa dan negara, memiliki ruang publik (public
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sphere) dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga-
lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan
kepentingan publik.

B. MASYARAKAT MADANI MENURUT ROSYADA

Di Indonesia, tema masyarakat madani mengalami

penterjemahan yang berbeda-beda dengan sudut pandang yang

berbeda pula, seperti dikemukakan oleh Rosyada (2003 : 240-

241) sebagai berikut :

1. Masyarakat Madani

Konsep ini merupakan penerjemahan istilah konsep civil
society yang pertama kali digunakan oleh Dato Seri Anwar
Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional
dalam rangka Forum Ilmiah pada acara Festival Istiqlal,
26 September 1995 di Jakarta. Konsep yang diajukan oleh
Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan bahwa
masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang
memiliki peradaban maju. Terjemahan makna
masyarakat madani ini, banyak diikuti oleh para
cendekiawan dan ilmuwan Indonesia, seperti Nurcholish
Madjid, M. Dawam Rahardjo, Azyumardfi Azra dan
sebagainya. Dan pada prinsipnya konsep masyarakat
madani adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat
yang mengedepankan toleransi, demokrasi dan
berkeadilan serta menghargai akan adanya pluralisme
(kemajemukan).

2. Masyarakat Sipil.
Merupakan penurunan langsung dari terma civil society.
Istilah ini banyak dikemukakan oleh Mansour Fakih
untuk menyebutkan prasyarat masyarakat dan negara
dalam rangka proses penciptaan dunia secara mendasar
baru dan lebih baik.
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3. Masyarakat Kewargaan.
Konsep ini pernah digulirkan dalam sebuah Seminar
Nasional Asosiasi [Imu Politik Indonesia XII di Kupang
NTT. Wacana ini digulirkan oleh M. Ryas Rasyid
tulisannya “Perkembangan Pemikiran Masyarakat
Kewargaan”, Riswanda Immawan dengan karyanya
“Rekruitmen  Kepemimpinan dalam  Masyarakat
Kewargaan dalam Politik Malaysia. Konsep ini
merupakan respon dari keinginan untuk menciptakan
warga negara sebagai bagian intergral negara yang
mempunyai andil dalam setiap perkembangan dan
kemajuan negara (state).

4. Civil Society.
Terma ini (dengan tidak menerjemahkannya) merupakan
konsep yang digulirkan oleh Muhammad AS. Hikam.
Menurutnya, konsep civil society yang merupakan
warisan wacana yang berasal dari Eropa Barat, akan lebih
mendekati substansinya jika tetap disebutkan dengan
istilah aslinya.

Menurutnya pengertian civil society (dengan
memegang konsep de’Tocquiville) adalah wilayah
kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan
antara kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (Self-
generating), dan keswadayaan (Self-supporting),
kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan
keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum
yang diikuti oleh warganya. Dan sebagai ruang politik,
civil society merupana suatu wilayah yang menjamin
berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri,
tidak terkukung oleh kondisi kehidupan material, dan
tidak terserap di dalam jaringan kelembagaan politik
resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang
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publik yang bebas (the free public sphere). Tempat di
mana transaksi komunikasi yang bisa dilakukan oleh
warga masyarakat.

Berbagai peristilahan tentang wacana masyarakat
madani di Indonesia tersebut, secara substansial bermuara
pada perlunya penguatan masyarakat (warga) dalam sebuah
komunitas negara untuk mengimbangi dan mampu mengontrol
kebijakan negara (policy of state) yang cenderung
memposisikan warga negara sebagai subjek yang lemabh.

Untuk mencapai kekuatan bergaining masyarakat yang
cerdas di hadapan negara tersebut, dengan komponen
pentingnya adalah adanya lembaga-lembaga swadaya
masyarakat yang mampu berdiri secara mandiri di hadapan
negara, terdapat ruang publik dalam mengemukakan pendapat,
menguatnya posisi kelas menengah dalam komunitas
masyarakat, adanya independensi pers sebagai bagian dari
sosial control, membudayakan kerangka hidup yang
demokratis, toleran serta memiliki peradaban dan keadaban

yang tinggi.

Untuk memahami masyarakat madani terlebih dahulu
harus dibangun pradigma bahwa konsep masyarakat madani
ini bukan merupakan suatu konsep yang final dan sudah jadi,
melainkan ia merupakan sebuah wacana yang harus dipahami
sebagai sebuah proses. Oleh karena itu, untuk memahaminya
haruslah dianalisis secara historis. Hal ini dijelaskan oleh
Rosyada dkk. (2003 : 242-244), antara lain :

a. Aristoteles (384-322 SM)
Masyarakat madani dipahami sebagai sistem kenegaraan
dengan menggunakan istilah koinonia politike, yakni sebuah
komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung
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dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan
pengambilan keputusan.

b.Adam Ferguson (1767)
Ia menekankan masyarakat madani pada sebuah visi etis
dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahamannya ini
digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yangd
diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya
kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antara publik
dan individu.

c. Thomas Paine (1737-1803)
Ia menggunakan istilah masyarakat madani sebagai
kelompok masyarakat yang memiliki posisi secara
diametral dengan negara, bahkan dianggapnya sebagai anti
tesis dari negara. Dengan demikian, maka negara harus
dibatasi sampai sekecil-kecilnya dan ia merupakan
perwujudan dari delegasi kekuasan yang diberikan oleh
masyarakat demi terciptanya kesejahteraan umum. Dengan
demikian, maka masyarakat madani menurut Paine ini
adalah ruang di mana warga dapat mengembangkan
kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan
kepentiongannya secara bebas dan tanpa paksaan.

d. GWF Hegel (1770-1851 M)
Menurutnya, struktur sosial terbagi tiga entitas, yakni
keluarga, masyarakat madani, dan negara. Keluarga
merupakan ruang sosialisasi pribadi sebagai anggota
masyarakat yang bercirikan keharmonisan. Masyarakat
madani merupakan alokasi atau tempat berlangsungnya
percaturan berbagai kepentingan pribadi dan golongan
teritama kepentingan ekonomi. Sementara negara
merupakan representasi ide universal yang bertugas
melindungi kepentingan politik warganya dan berhak
penuh untuk intervensi terhadap masyarakat madani.
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e. Karl Marx (1818-1883 M)
Menurutnya, masyarakat madani sebagai “masyarakat
borjuis” dalam konteks hubungan produksi kapitalis,
keberadannya merupakan kendala bagi pembebasan
manusia dari penindasan. Karenanya, maka ia harus
dilenyapkan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas”.

f. Alexis de Tocquevile (1805-1859 M)
Menurutnya, masyarakat madani sebagai entitas
penyeimbang kekuatan negara. Kekuatan politik dan
masyarakat madani-lah yang menjadikan demokrasi di
Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya
pluralitas, kemandirian dari kapasitas politik di dalam
masyarakat madani, maka warga negara akan mampu
mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara.

Berdasarkan  beberapa pendapat diatas dapat
disimpulkan bahwa masyarakat madani sebagai sesuatu yang
tidak apriori subordinatif terhadap negara. Ia bersifat otonom
dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu
menjadi kekuatan penyeimbang (balancing force) untuk
menahan kecenderungan intervensionis negara. Tidak hanya
itu, ia bahkan menjadi sumber legitimasi negara serta pada saat
yang sama mampu melahirkan kritis reflektif (reflective force)
untuk mengurangi frekuensi konflik dalam masyarakat sebagai
akibat formasi sosial modern. Masyarakat madani tidak hanya
berorientasi pada kepentingan individual, tetapi juga insentif
terhadap kepentingan publik.

C. LATIHAN
Buatlah kesimpulan tentang Masyarakat Madani
berdasarkan pengertian masing-masing dan sebutkan
komponen yang termasuk didalamnya.
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